
Menimbang: 

Mengingat: 

BUPATIENREKANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 

NOMOR 3'/ TAHUN 2017 

TENT ANG 

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

BUPATI ENREKANG, 

a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah 

masyarakat Kabupaten Enrekang, perlu dilakukan 

pendaftaran tanah; 

b. bahwa dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pengaturan 

besaran dana yang dikeluarkan dalam rangka 

pendaftaran tanah masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
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dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pengaturan 
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Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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a. biaya penggandaan dokumen pendukung; 

b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan 

c. transportasi petugas kelurahan/ desa dari Kantor 

Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka 

perbaikan dokumen yang diperlukan. 

Bagian Ketiga 

Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan 

Pasal 5 

Penerima Sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis 

dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Enrekang. 

Ditetapk di 

j pada t ggal 1.2. SePiber-- 
2/BUP I ENREKANG,Vt" 

Diundangkan di Enrekang 

pada tanggal kmi>u- O<Ji} 

SEKR DAERAH KABUPATEN ENREKANG, 
/-;:?5-- -� 

CHAIRUL LATANRO 

SERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 

NOMOR 3� 
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a. biaya penggandaan dokumen pendukung; 

b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan 

c. transportasi petugas kelurahan/desa dari Kantor 

Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka 

perbaikan dokumen yang diperlukan. 

Bagian Ketiga 

Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan 

Pasal 5 

Penerima Sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis 

dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
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pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
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�2:?'eplen,J.u- O<Ji I 
r1cn.,-.::, DAERAH KABUPATEN ENREKANG, 
/� � 

CHAIRUL LATANRO 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 

NOMOR 34 

'J � J 
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dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
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pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
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pada tanggal Jep le"' be r ) • r")- 
AERAH KABUPATEN ENREKANG, 

� 

CHAIRUL LATANRO 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 

NOMOR J"I 


